PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang :

Mengingat

NOMOR : 9 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkal Daerah, maka dipandang perlu menata kembali
Pembenlukan dan  Susunan Organisasi  Sekretariat Daerah
Kabupaten Luwu Utara ;

. bahwa  Pembentukan dan Susunan Organisasi  Sekretariat

sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat Il Luwu Utara. ( Lembaran Negara Rl Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826 );

- Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999 tenlang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara ‘Rl Tahun 1899 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 );

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara
RI' Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);

. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890 ¥

. Peraturan Pemarintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

- Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran

Negara Rl Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3954 ); |

- Keputusan Presiden ~ Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis

Penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan, dan  Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden;



"
L

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

A MEMUTUSKAN

Menolapkan : PERATURAN DAERAHM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraluran Daerah ini yang dirmaksud dengan :
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13.

(1.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Ulara.

Pemerintah Dasrah adalah Kepala Daerah beserla Perangkat Daerah Ofonom.
Walkil Bupali adalah Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupalen Luwu Utara.

Dewan Perwakilan Rakyal Daerah adalah Dewan Perwakilan Raky'at Daerah
Kabupaten Luwu Ulara.

Sekretariat Daerah adalah Sekrelarial Daerah Kabupaten Luwu Ulam

Sekretaris Daerah adalah Sekrelaris Daerah Kabupaten Luwu Utara,

Asislen adalah Asisfen dalam lingkup Sckretariat Daarah Kabupaten Luwu Utara,
Bagian adalah Bagian dalam lingkup Sekrelariat Daerah Kabupalen Luwu Utara.

.Kepala Bagian adalah Kepala Bagian dahm lingkup Sekrelariat Dasrah Kabupalen

L.uwu Utara.

.Sub Bagian adalah Sub Bagian dalam lmgkup Sekretarial Daerah Kabupaten Luwu

Utara.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah
Kabupaten Luwu Ulara.

Kelompok Jabalan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup
Sekretarial Daerah Kabupaten Luwu Ulara.

BAB Il
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI.

o
Baglan Pertama

?* PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretarial Daerah Kabupaten
Luwu Utara.



I

(2). Sekretfarial Daerah selanjutnya disingkal SETDA adalah unsur Staf Pemerlntah
Daarah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3). Sakrelariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
Baglan Kedua
TUGAS
Pasal 3
Sekrelarial Daerah mempunyai lugas membantu Bupali dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pomerintghan, Adminislrasi, Organisasi dan Tatalaksana serta
memberikan pelayanan administralil kepada seluruh Perangkal Daerah.

Bagian Ketiga

FUNGS]
Pasal 4

Untuk menyel(nnggamkan lugas lorsebut pada Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai
fungsi :

a. Pengkoordinasian Perumusan Kebijalkan Pemerintah Daerah.
b. Penyelenggaraan Adminisirasi Pemerintahan. ‘

¢. Pengolahan Sumber deya Aparalur, -Keuangan, Prasarana dan sarana
Pemerintahan Daerah Kabupﬂlen. ‘

d. Pelaksanaan Tugas lain yang dibarlkan oleh Bupall sesual dengan luges dan
fungsmya

Pasal &

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan  fungsi sebagaimana din;aksud pasal 4, Sekretariat Daerah '
mempunyai kewenangan sebagai berikut :
a. Koordinasi Stal lerhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkal daerah
dalam rangka penyelenggarafan Adminisirasi Pemerintahan. :
b. Pembinaan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Masyarakat dalam arii
mon!gumpulkan dan m‘enganalisis dala, merumuskan program dan petunjuk leknié
serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerinlahan, pembangunan
dan pambinaan masyarakal. '



b.

¢. Pembinaan Administrasi, Organisasi  dan Tatalaksana serta memberikan
pelayanan teknis administratii kepada seluruh perangkat daerah.

d. Koordinasi perumusan Peraturan Parundang-undangan yang menyangkul lugas
pokok pemerintahan daerah.

. Molaksanakan Hubungan Masyarakal dan hubiingan antar leambaga.

BABG I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1). Susunan Organisasi S ekiwtarial Caerah terdiri dari
a. Sekrelaris Daerah.

by, Asisten lerdiri dari:
- Asisten Bina Wilayah.
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
- Aslslen Umum dan Kesejahteraan Rakyal.

Bagian terdiri dari:

1. Bagian Bina Perangkat Bawahan dan Pengembangan Wilayah lerdid dari :
- Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana.
- Sub Bagian Bina Perangkal Bawahan.
- Sub Bagian Penataan Wilayah.
- Sub Bagian Keterliban Wilayah.

2. Baglan Olonomi Dosa terdiri dari :
- Sub Bagian Organisasi Pemerinlahan Desa dan Perangkat Desa.
- Sub Bagian Kekayaan Desa.
- Sub Bagian Pengembangan Desa.

3. Bagian Hukum lerdiri dari :

- Sub Bagian Peraluran Parupdang-undangan.

- Sub Bagian Bantuan Hukum.

- Sub Baglan Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum.
4. Bagian Perekonomian terdiri dari : ‘
- Sub Baglan Sarana Perekonomlan Daerah.
. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I.
- Sub Bagian Produksi Daerah Bidang .



5. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari :

- Sub Bagian Program Kerja.
- Sub Bagian Pengendalian.
- Sub Bagian Pelaporan.

6. Bagian Pariwisala terdiri dan :
- Sub Baglan Obyek dan Daya Tarik Wisata.
- Sub Bagian Penataan dan Penyuluhan Wisata.
" - Sub Bagian Sarana Pariwisata.

7. Bagian Penanaman Modal terdirt dari :
- Sub Bagian Perencanaan.
- Sub Bagian Promosi dan.Dala.
- Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan.

8. Bagian Umum lerdiri dari :
- Sub Bagian Tala Usaha Pimpinan dan Keuangan Selda.
- Sub Baglan Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- Sub Bagian Sandi Telkom.
- Sub Baglan Protokol.

9. Bagian Keuangan lerdiri dari :
- Sub Baglan Anggaran.
- Sub Baglan Pembukuan
- Sub Bagian Verifikasi
- Sub Baglan Perbendaharaan |
- Sub Bagian Perbendaharaan i

10. Bagian Pemberdayaan Perempuan terdiri dari
- Sub Bagian Data dan Informasi.
- Sub Bagian Evaluasl dan Pelaporan.
- Sub Bagian Pemberdayaan, Partisipasi dan Perempuan.

11. Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari :
- Sub Bagian Kelembagaan.
- Sub Bagian Ketalalaksanaan.
- Sub Bagian Analisis Jabatan.
- Sub Bagian Kepegawaian ¥
- Sub Baglan Perpustakaan.

12. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organl.,asr sebegalmana terlampir, merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daserah ini.




: . , Pasal?7

(1). Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan
kemampuan daerah.

(2). Uraian tugas masing-masing Jabatlan Strukiural dan Fungsional serta Tala kerja
pada Sekretarial Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Bupall.

. BAB IV

PENGANGHKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Sekrelaris Daersh diangkat dan diberhentikan oleh Bupati- selelah mendapat
perselujuan Pimpinan Dewan Porwakilan Rakyat Dasrah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah inl, maka Peraturan Daerah Nomor 54 tahun
2000 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupalen Luwu Utara
dinyatakan dicabut  segala ketentuan yang berlaku serta bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10
el

Hal-hal yang belum.dlatur dalam Peraluran Daerah Ini sepanjang mengenal leknls
pelaksanaannya akan dialur kemudian dengan Keputusan Bupati. .

i
R



Pasal 11

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar seliap orang dapal mengotahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan :
Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dasrah Kabupaten Luwu Utara.

Dltetapkan di Masamba
padatanggal 3 Juli 2001

BUPATI LUWU UTARA,

‘[7 M. LUTHFI%TTY.

Dlundangkan di Masamba ’ ~
padatanggal 3 Jull 2001 :

SEKRETARIS DAERAH,

VT U5

DRS.H.MUHAMMAD NURDIN B,
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 1 010 042 513

Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Ulara Tahun 2001 Nomor 20



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2001

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS] SEKRETARIAT DAERAH
. KABUPATEN LUWU UTARA '

PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 lenlang Pemerinlahan Daerah dan telah diletapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 lentang Pedoman Organisasi dan
Perangkal Daerah, dimana Pelaksanaan Olonomi Daerah didasarkan pada
prinsip olonomi luas, nyala dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman
daerah, perlu dibentuk Perangkat Daerah.

Dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyalakan bahwa
Perangkal Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah {ainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.,

Bordasarkan hal lersebul di alas dan untuk menunjang penyelonggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakalan
diperlukan adanya sekretariat Daerah.

"'Sejalan dengan ilu, maka ditelapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Utara yang mengalur lenlang Pembenlukan dan Susunan Organisasi
Sekratariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

- PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
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© Pasal 1 sid 11 : : Cukup Jelas



